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Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya problematika terkait
pelanggaran administatif dalam hal ini batasan usia perangkat desa khususnya di
Desa Gampang. Mengingat perangkat desa yang secara tugas dan fungsinya sebagai
pelayan publik / masyarakat maka dari itu perangkat desa harus bersikap
professional. Professional dalam arti taat dan patuh terhadap instrumen perundang-
undangan yang berlaku. Pasal 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah
mengatur mengenai batasan usia yakni 60 tahun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi
Pasal 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Mengenai Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, terkait Masa Jabatan Usia Perangkat Desa Di
Desa Gampang 2) Bagaimana Implementasi Pasal 18 Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 55 Tahun 2016 Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, terkait Masa Jabatan Usia Perangkat Desa Di Desa Gampang dalam
Perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 18 Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Terkait Masa Jabatan Usia Perangkat Desa Di Desa Gampang 2)
Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 18 Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 55 Tahun 2016 Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, terkait Masa Jabatan Usia Perangkat Desa Di Desa Gampang dalam
Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
menggunakan studi kasus, teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam
penelitian ini berupa Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada
teknik keabsahan data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) menunjukkan bahwa terdapat
perangkat desa di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang
statusnya masih aktif sebagai perangkat desa serta masih menajalankan tugasnya
sebagai perangkat desa meskipun telah memasuki batas usia maksimal sebagai
perangkat desa yakni 60 tahun sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhetian
perangkat desa. 2) Dalam konteks Hukum Tata Negara (figh siyasah dusturiyah)
terdapat lembaga yang memiliki kesamaan corak khususnya dalam tugas dan fungsi
nya sebagai perangkat desa yang di sebut sebagai wizarah atau wazir. Wazir
merupakan pembantu khalifah yang diangkat oleh khalifah untuk
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membantu tugas-tugas khalifah sebagai kepala negara serta tugas kerasulan yang
tidak mungkin diselesaikan oleh khalifah seorang diri. Konsep wazir dalam sistem
pemerintahan islam terbagi menjadi dua ; pertama, Wazir al-tahwidh (pembantu
khalifah bidang pemerintahan) dan wazir al-Tanfidz (pembantu khalifah bidang
Administrasi). Dengan demikian konsep perangkat desa dan konsep wazir dalam
pemerintahan islam memiliki korelasi yakni sama sama membantu pemimpin atau
kepala pemerintahan dalam hal menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pemimpin
tersebut. Adanya pelanggaran yang terjadi di desa Gampang menyebabkan
timbulnya kemafshadatan (keburukan), hal ini bertentangan dengan konsep
siyasah duturiyah dalam hal mashlahah mursalah.
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This research is motivated by the existence of problems in various regions
related to administrative violations in this case the age limit of village officials,
especially in Gampang Village. Considering that village officials whose duties and
functions are as public servants / communities, therefore village officials must be
professional. Professional in the sense of obeying and complying with applicable
statutory instruments. The existence of unlawful acts in administrative violations
related to the age limit of village officials in Gampang Village, the more crucial the
handling of regional leaders in addressing this matter. Even village officials are
expected to be able to distinguish between political interests and public interests, so
that later village officials can perform their duties professionally and are expected
not to favor practical interests.

The problem formulations in this study are: 1) How is the Implementation
of Article 18 of Sidoarjo Regent Regulation Number 55 of 2016 concerning
Appointment and Dismissal of Village Officials, related to the Age Tenure of
Village Officials in Gampang Village 2) How is the Implementation of Article 18
of Sidoarjo Regent Regulation Number 55 of 2016 concerning Appointment and
Dismissal of Village Apparatus, related to the Age Tenure of Village Apparatus in
Easy Village in the Perspective of Siyasah Dusturiyah. The objectives of this
research are: 1) To find out how the Implementation of Article 18 of Sidoarjo
Regent Regulation Number 55 of 2016 concerning Appointment and Dismissal of
Village Officials Regarding the Age Period of Village Officials in Gampang Village
2) To find out how the Implementation of Article 18 of Sidoarjo Regent Regulation
Number 55 of 2016 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus,
related to the Age Tenure of Village Apparatus in Easy Village in the Perspective
of Siyasah Dusturiyah.

The research method used is qualitative method, data collection techniques
in the form of observation, interviews and documentation, data analysis techniques
used data reduction and data analysis. The data validity technique used in this
research is Triangulation which combines three data collection techniques and from
existing sources.

The results of this study indicate that: 1) shows that there are village officials
in Gampang Village, Prambon Subdistrict, Sidoarjo Regency whose status is still
active as village officials and still carrying out their duties as village officials even
though they have entered the maximum age limit as a village official, namely 60
years as stated in Sidoarjo District Head Regulation No. 55 of 2016 concerning
guidelines for the appointment and termination of village
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officials. 2) In the context of Constitutional Law (figh siyasah dusturiyah), there are
institutions that have similar characteristics, especially in their duties and functions
as village officials, which are referred to as wizarah or vizier. The vizier is an
assistant to the caliph who is appointed by the caliph to assist the caliph's duties as
head of state and apostolic duties that the caliph cannot possibly complete alone.
The concept of vizier in the Islamic government system is divided into two; first,
Vizier al-tahwidh (assistant to the caliph in the field of government) and Vizier al-
Tanfidz (assistant to the caliph in the field of administration). Thus, the concept of
village officials and the concept of vizier in Islamic government have a correlation,
namely the same as helping the leader or head of government in terms of completing
the duties and responsibilities of the leader. The existence of violations that occur
in the village of Gampang causes the emergence of kemafshadatan (badness), this
is contrary to the concept of siyasah duturiyah in terms of mashlahah mursalah.
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